BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR || TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENDE

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN 2025 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembanguana Daerah bagi Daerah dengan
masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah
otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ende Tahun 2025 - 2026;

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkatl
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

NO!



Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan EvaluasiPembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025 - 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende
yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan
strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta
evaluasi kinerja.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya ...

o




10.

11.

12.

13.

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam
jangka waktu tertentu.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus
dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi
Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima)
tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan Kkesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan
dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat
hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan
hasil pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam bentuk barang atau jasa.

14. Anggaran ..



(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan

potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan

daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB 111
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan maksud
untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang
perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis
strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan
publik.

(2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah setiap tahun.

b.Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja
Anggaran (RKA) disetiap bidang.

c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang
perencanana, penelitian dan pengebangan di Kabupaten Ende.

d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas
dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga terjadi
sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan
bidang perencanan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program
strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV
RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal ...




(1)

(2)

Pasal 5
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026 memuat

dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2025-2026.

Sistematika Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 111 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI  Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Pasal 6

Sistematika Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

(1)

()

(1)
(2)

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan
semua personil aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan sektor
terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program

prioritas.

Pasal 8

Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala DPMD untuk diverifikasi.
Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala DPMD diajukan ke

Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.

(3) Kepala ...




14.

15.

16.

1.7.

18.

19.

20.
21.
22.
43

24.

25.

26.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan Tahun 2024.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan
pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan,
serta mengolah data pembangunan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Ende.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Ende.

BAB 11
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan ...



(3) Kepala DPMD menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada semua, Pejabat Administrator dan

Pelaksana lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 9

(1) Kepala DPMD melalui masing-masing Pejabat Administrator melakukan
pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

a. kebijakan perencanaan;
b. pelaksanaan; dan

c. evaluasi.

Pasal 10

(1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran agar program dan Kkegiatan sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan bersama.

(2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat
Administrator lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi
realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses
pelaksanaan kegiatan.

(3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada
Kepala DPMD melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda sub
koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh

Sekretaris.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal ...




Pasal 11
(1) Kepala D P M D melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
a. Pelaksanaan Kegiatan Program DPMD; dan

b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 12

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-
masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah; dan

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing
Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 13

(1) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diubah dalam hal :
a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
(2) Perubahan Rensra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra
dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau

berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Pasal...




Pasal 15
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31

Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

Diundangkan di Ende
pada tanggal 2.6 W\"Q/t 2024




RENCANA
STRATEGIS

2025-2026




KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan
penyelenggaraanNya, sehingga kami dapat menyelesaikan  penyusunan
Rencana Stratrgis ( RENSTRA ) Tahun 2025 - 2026 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
( RPJPD ) tahun 2005 -2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2019 - 2024, serta Peraturan Bupati Ende
Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Ende tahun 2025 - 2026 maka telah disusun Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah ( RENSTRA OPD ) dengan mengacu pada RPJMD.

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Ende merupakan Dokumen teknis perencanaan 2 ( Dua )
tahunan yang memuat Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegitan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahunan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ( DPMD ). Diharapkan Renstra tersebut dapat menjadi
pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan
diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan — tahapan yang telah
ditetapkan secara konsisten untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat
dan desa serta mempercepat penurunan jumlah penduduk yang hidup
dibawah garis kemiskinan sekaligus juga sebagai indikator kinerja yang
akan dinilai pada akhir tahun anggaran selama 2 ( dua ) tahun.

Kami sadar bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari yang dihaarapkan,
sehingga usul saran dan kritikan yang membangun kami harapkan, guna
penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende ke depan.

Ende, 2024
% An. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Ende
Sekretaris,

CHRISTIANA FARIDA MUDA MITE, ST
PEMBINA TK. 1

NIP. 19721126 199903 2 007




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,
terpadu dan menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan
jenjang perencanaan yaitu perencanan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah maupun perencaan tahunan. Untuk setiap Daerah
(Kabupaten /Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada tataran perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra)
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ende Tahun 2025 - 2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa. Dalam penyusunannya mengacu pada Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 dan
berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023
dan Daerah Otonomi baru.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende menyusun Pedoman Pelaksanaan
kegiatan 2 tahunan dalam bentuk Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
sebagai dokumen antara setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il dalam Wilayah Daerah—daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara




10.

11.

12.

13.

Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 ahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 23 ahun 2014;

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725);

. Undung- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2008 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
Peraturan Menteri Desa dan PDT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( Berita Negara RI Tahun 2015
Nomor 296);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun
2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyeluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Ende Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kab. Ende

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun
2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019 - 2024.

Peraturan Bupati Ende Nomor. 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende;

Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 2025 - 2026.




1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 — 2026 adalah untuk

memberikan landasan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian

program Pemerintah Kabupaten Ende. Sebagai suatu dokumen
perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh jajaran aparatur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terutama level pimpinan

sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode

2025 - 2026 dan didalamnya tertuang kebijakan - kebijakan yang perlu

ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Perubahan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah :

a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende setiap tahun.

b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende yang kemudian dituangkan ke
dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RENSTRA dengan
dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sekaligus juga sebagai
pedoman dalam memelihara konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan
pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga
betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam
rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

e. Melakukan analisis kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan
pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber
daya secara optimal tersebut diatas.

f. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga

terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 - 2026.



1.4. Sistimatika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 11 GAMBARAN PELAYANAN DPMD KABUPATEN ENDE
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB 111 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.

3.2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Ende
4.2. Cascading Kinerja
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANBAB VIII
PENUTUP




BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende
(Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaiman telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Ende ( Lembaran Daerah Kabupten Ende Tahun 2021
Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6, serta
Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende, tugas, fungsi
dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ende adalah :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.2 Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

b. Pelaksanan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;

d. Pelaksaan Administrasi Dinas ;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ende ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor




47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ende, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri
dari :
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
a) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
b) Penyusunan rencana program dan anggaran,
c) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendeharaan, akuntansi
dan verifikasi; dan
d) Penyelenggaraan urursan ketataushaan, kerumahtanggaan,
kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.
Susunan Organisasi sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Keuangan
3) Kelompok Jabatan Fungsional
1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan,
urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan
pengelolaan barang milik daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud

subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan urusan persuratan;
b) Pengelolaan dokumen dan kearsipan;
c) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan

ketertiban kantor;

d) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik
daerah;

e) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;

f) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan




g) Pengelolaan kehumasan.

2 ) Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan

bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan

pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian

keuangan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;

b) Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan
pembukuan keuangan,;

c) Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;

d) Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan
daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;

€) Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan

f) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan.

3.) Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Koordinasi,
Penyusunan Program dan Anggaran, melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan program dan anggaran, melaksanakan
penyiapan pelaporan kinerja, melaksanakan penyiapan dan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan

anggaran.

b. Bidang terdiri atas :

1)

2)

3)

4)
1.

Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong
Masyarakat Desa

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana
Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa

Bidang Pemerintahan Desa.

Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong
Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan,




pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan

supervisi, monitoring serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pelayanan dasar, kesejahteraan sosial masyarakat desa,
pengembangan nialai tradisi adat dan budaya gotong royong dalam
pengelolaan media informasi bagi masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang

Pelayanan  Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong

menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan
pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat,adat
dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses
informasi masyarakat;

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat
dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses
informasi masyarakat;

c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan
masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial serta
pengembangan akses informasi masyarakat;

d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan
pengelolann pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat
dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses
informasi masyarakat;

€) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat
dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses
informasi masyarakat;

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik

secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sub Koordinator  Substansi Pelayanan Dasar dan
Pengembangan Akses Informasi Masyarakat.
Sub  Koordinator = Substansi Pelayanan Dasar dan
Pengembangan Akses Informasi Masyarakat mempunyai tugas

menyusun kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan



Supervisi, serta Monitoring dan evaluasi di Bidang Pengelolaan
Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan Bahan Media Akses
Informasi Bagi Masyarakat Desa.

2. Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial dan
Kesejahteraan Masyarakat.
Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial dan
Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas Menyusun
Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan
Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi di Bidang
Pengelolaan Perlindungan Sosial Dasar dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Masyarakat Desa.

3. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Tradisi Adat dan
Budaya Gotong Royong Masyarakat.
Sub Koordinator Substansi Pengembangan Tradisi Adat dan
Budaya Gotong Royong Masyarakat mempunyai tugas
Menyusun Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi,
Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta Monitoring dan Evaluasi
di Bidang Pengelolaan Pengembangan Tradisi Adat dan Budaya
Gotong Royong Masyarakat Desa.

2. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa,

Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana
Prasarana dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring,
evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha
Milik Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa,perdagangan
desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana
prasarana pendukung ekonomi desa, pendayagunaan pengelolaan
sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air,
pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana
Prasarana dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

a) Memverifikasi dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan

bahan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan Badan
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b)

d)

Usaha Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik
Desa, perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi
masyarakat desa, sarana prasarana pendukung ekonomi
desa, pendayagunaan pengelolaan sumber daya air,
pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat
guna;

Memimpin, mengkoordinasikan, = mempromosikan dan
memverifikasi penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik
Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa,
perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat
desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa,
pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan,
maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna,
Memverifikasi dan mengevaluasi penyiapan penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan
pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa,
pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, perdagangan
desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana
prasarana pendukung ekonomi desa, pendayagunaan
pengelolaan sumber daya air, pertanahan, maritim,
lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;,

Memimpin pemberin bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik
Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa,
perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat
desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa,
pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan,
maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;
Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Bdan Usaha
Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa,
perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat
desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa,
pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan,

maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna,

D




g)

Memimpin pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha
Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa,
perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat
desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa,
pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan,
maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan baik

secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

1.

Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kelembagaan
Usaha Ekonomi Masyarakat.

Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kelembagaan
Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan
Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan,
Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta
Monitoring dan Evaluasi Bina Pengelolaan Pelaksanaan

Kelembagaan Bum Desa.

Sub Koordinator Substansi Pembangunan, Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perdesaan.

Sub Koordinator Substansi Pembangunan, Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perdesaan mempunyai tugas
Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan,
Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan
Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi Bina Pengelolaan
Sarana Prasarana Perdesaan.

Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan Teknologi Tepat
Guna Perdesaan.

Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan Teknologi Tepat
Guna Perdesaan mempunyai tugas Melaksanakan Penyiapan
Bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,
Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air, dan Pertanahan,
Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan,
dan Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa.
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3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa
mempunyai tugas memverifikasi perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan
supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
pengembangan  kapasitas masyarakat desa, pengelolaan
perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat desa,
advokasi peraturan desa serta kerja sama antar desa dan
kemitraaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa

menyelenggarakan fungsi :

a) Mengkoordinasikan dan memverifikasi bahan perumusan
kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan
pedesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan
perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

b) Memverifikasi penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan
perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan
perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

c) Memimpin pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan,
pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan dan
pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan,
pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan dan
pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;

e) Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan
supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan
fasilitasi pembelajaran masyarakat desa;

f) Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi,

bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi
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g)

h)

bina pengelolaan pendampingan dan kaderisasi masyarakat
desa;

Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi,
bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi
bina pengelolaan perencanaan dan pembangunan partisipatif;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

L.

Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kapasitas
Masyarakat Desa.

Sub  Koordinator Substansi Pengembangan Kapasitas
Masyarakat Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan
Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,
Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta Monitoring
dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Pengembangan Kapasitas
dan Ketahanan Masyarakat Desa, Pengelolaan Fasilitasi
Pembelajaran Masyarakat Desa, Pengelolaan Fasilitasi Advokasi
Hukum, Pengelolaan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Pengelolaan Ketahanan Masyarakat Desa, Pengelolaan
Pendampingan  danKaderisasi Masyarakat Desa dan

Pengelolaan Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa.

Sub Koordinator Substansi Perencanaan Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Desa.

Sub Koordinator Substansi Perencanaan Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Desa mempunyai tugas Menyusun
Bahan Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan
Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta
Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan
Pembangunan Partisipatif, Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Partisipatif Masyarakat aserta Penyiapan Bahan
Pemantapan Data Profil Desa sesuai Prosedur dan Ketentuan
yang berlaku.

Sub Koordinator Substansi Advokasi Peraturan Desa, Kerja

Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa.
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Sub Koordinator Substansi Advokasi Peraturan Desa, Kerja
Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa mempunyai tugas
Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi,
Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi
Bina Pengelolaan Fasilitasi Kemitraan, Fasilitasi Kerja Sama

Desa dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

4. Bidang Pemerintahan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas memverifikasi
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
serta fasilitasi di bidang penamaan dan kode desa, evaluasi
perkembangan desa, fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur
desa dan BPD, fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan
desa, keuangan dan aset pemerintahan desa, peraturan desa,
kelembagaan desa dan kerja sama desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimksud Bidang

Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

a) Mengkoordinasikan penyiapan  perumusan  kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan
fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa,
penataan kewenangan desa, urusan pemerintahan, produk
hukum desa dan administrasi pemerintahan desa;

b) Memverifikasi penyiapan dan pelaksanaan penyusunan norma
standar, prosedur, pembinaan umum, bimbingan teknis,
supervisi pemantau, evaluasi dan fasilitasi pengembangan
kapasitas aparatur desa;

c) Mengkoordinasikan verifikasi penyiapan penyusunan norma,
standar, prosedur, melaksanakan pembinaan umum,
perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang fasilitasi
pengembangan Kkapasitas Badan Permusyawaratan Desa,
pelaksanaan fasilitasi teknis musyawarah desa dan kerja
sama pemerintahan desa;

d) Mengkoordinasikan verifikasi bahan penyiapan perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur,
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g)

h)

monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan desa, sumber
pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa
dan sistem informasi keuangan dan aset desa;

Memimpin pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi keuangan desa,
sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan
aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan standar, prosedur dan pelaporan
di bidang evaluasi perkembangan desa kelurahan;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi
perkembangan desa, penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan
supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan
advokasi kewenangan dan peraturan desa;

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakaan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta
monitoring dan evaluasi bian pengelolaan analisis dan

penyusunan peraturan desa.

Kelompok Jabatan Fungsional

1.

Sub Koordinator Substansi Penataan dan Administrasi
Pemerintahan Desa.

Sub Koordinator Substansi Penataan dan Administrasi
Pemerintahan Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan
Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,
Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring
dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa, Penataan Desa dan
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.

Sub Koordinator Subsatansi Pengembangan Kapasitas
Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan
dan Kerja Sama Desa.

Sub Koordinator Subsatansi Pengembangan Kapasitas
Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan
dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas menyusun Bahan

Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,
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Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring
dan Evaluasi di Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan dan Kerja
Sama Desa.

Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Keuangan dan Aset
Pemerintahan Desa.

Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Keuangan dan Aset
Pemerintahan Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan
Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,
Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring
dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan

Keuangan Desa dan Aset Desa.

Untuk mengetahui struktur Organisasi DPMD Kabupaten Ende, dapat
dilihat pada halaman berikut.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA KABUPETEN ENDE
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN KELOMPOK
UMUM DAN KEUANGAN JABATAN
KEPEGAWAIAN FUNSIONAL
, ! B v
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PELAYANAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN
SOSIAL DASAR USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA
TRADISI DAN MASY. DAN
GOTONG ROYONG DESA,SARANA KELEMBAGAAN
MASYARAKAT PRASARANA DAN DESA
DESA TEKNOLOGI TEPAT
GUNA
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
FUNSIONAL FUNSIONAL FUNSIONAL FUNSIONAL
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah 1 (satu) orang eselon II, 5

(lima) orang eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat)

orang kepala bidang, serta 15 (lima belas) orang eselon IV terdiri dari 2

orang Kepala Sub Bagian dan 13 orang Pejabat Fungsional. Dalam

pelaksanaan tugas

pokoknya

sehari-hari Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa juga didukung oleh 9 orang staf fungsional umum

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai menurut Jabatan

No |Jabatan Eselon j:g: ;hn Keterafrfgan
Defenitif | PLT | Lowong
1. | Kepala Dinas II-b - - - -
2. | Sekretaris II-a 1 1 - -
3. | Kepala Bidang III-b 4 4 - -
4. | Kepala Sub Bagian IV-a 2 2 - -
5 et | B 13 12 - .
Jumlah 20 19 - -

Sumber data kepegawaian Januari 2024

Komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ende berdasarkan tingkat pendidikan : pasca sarjana (S2) 3

orang, sarjana (S1)

19 orang,

Diploma (D3) 3 orang,

dan yang

berpendidikan SLTA sebanyak 5 orang seperti tertera pada tabel 2.2

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | Strata 2 (S2) 2 orang
2. | Strata 1 (S1) 19 orang
3. | Sarjana Muda (D3) 3 orang
4. | SLTA S orang
Jumlah 29 orang




Sumber data kepegawaian Januari 2024

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan : Pembina
Utama Muda (IV-c) 1 orang, Pembina Tk. I (IV-b) 1 orang Pembina (IV-a)
4 orang, Penata Tingkat I (III-d) 11 orang, Penata (III-c) 2 orang, Penata
Muda Tingkat I (III-b) 5 orang, Penata Muda (III-a) 4 orang, Pengatur Tk I
(II-d) 1 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2
orang untuk mendukung peningkatan pelaksanaan kegiatan pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende dibantu Tenaga

Honorer 2 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat/ Golongan

o Pangkat/ Golongan Jumlah
1. | Pembina Utama Muda (IV-c) 1 orang
2. | Pembina Tingkat I (IV-b) 1 orang
3. | Pembina (IV-a) 4 orang
4. | Penata Tingkat I (III-d) 11 orang
S. | Penata (IllI-c) 2 orang
6. | Penata Muda Tk. I (III-b) 5 orang
7. | Penata Muda (III-a) 4 orang
8. | Pengatur Tingkat I (II-d) 1 orang
9. | Pengatur (II-c) --
10. | Pengatur Muda tingkat I (II-b) -
11. | Pengatur muda (II-a) --
12 E?rglggzi(PP;g;Srintah dengan Perjanjian 2 orang
13 | Tenaga Honor 2 orang
Jumlah 33 orang

Sumber data kepegawaian Januari 2024
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2.2.2. Sumber Daya Pendudukung (Sarana Prasarana)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 2 (dua) tahun
kedepan perlu dilakukan pemeliharaan, perbaikan maupun
pembangunan serta pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran
antara lain Pembangunan Gedung kantor, pengadaan alat angkut /
kendaraan dinas, dan pengadaan barang inventaris kantor / rumah
tangga, alat studio / komunikasi.

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah sebagai

berikut :
Tabel 2.4
Data Sarana-prasarana DPMD Kabupaten Ende
No Jenis Sarana Prasarana Luas/Jumlah Keterangan
1 [Luas tanah % 1500 m?
2 Gedung 2 unit (gedung kantor + 300 m? 612 m? {2 lantai
dan gedung ruang Praktek TTG
3 [Kendaraan roda empat (Daihatsu Hiline) 1 Unit Kondisi Rusak
4 [Kendaraan Roda dua 15 Unit Kondisi 5 baik, 10
buah rusak berat
5 [Meja kerja, Meja Rapat 65 buah Kondisi baik
6 [Lemari dan rak arsip/Filing kabinet 38 Unit Kondisi baik
7 Kursi 43 buah Kondisi baik
8 [White board 2 buah Kondisi baik
9 |Papan Pengumuman 14 buah Kondisi baik
10 [Pesawat telepon dan Faximile 1 Unit Kondisi baik
11 [Komputer Desktop 8 unit Kondisi baik
12 AC 2 Unit Kondisi baik
13 [Televisi 1 buah Kondisi baik
14 Wireless 2 Unit Kondisi baik
15 Microphone 4 buah Kondisi baik
16 Hard disk 1 buah Kondisi baik
17 Layar Film 1 buah Kondisi baik
18 [Printer 20 buah Kondisi baik
19 [Laptop 27 buah Kondisi baik

Sumber : DPMD Kab. Ende Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Ende
Untuk mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

selama 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Capaian Sasaran
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Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende periode 2019 - 2024. Capaian
target IKK Dinas Pemberdayaan Masyakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende

Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke Redlisesi Capaian Tahun Ke
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi | Target | Target Indikator
Perangkat Daerah NSPK IKK
Lainnya
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 202 2023 2024
Kemandirian Desa 2 2 2 2
1 gg:;ﬁatnw Kalhsechoyacs Laniboa - - - 20% 40 % 60% 80 % 100 % 100% 50% - -
& M[: eningkatnya Keberdayaan Mesyarakat . . . 19,76 % 39,52 % 59,68% 79,84% 100% 82,05% | 86,03% = -
- :l‘:l"a:ﬂf;m::;"nim Mcayotakot - - - 20% 40 % 60% 80 % 100 % 100% 100% - -
4. Meningkatnya kapasitas aparatur
pemerintoh desa - - - 20% 40 % 60% 80 % 100 % 100% 87,5% - -
5 men'"gl Ratnya Peran Perempudn - - . 20 % 40% 60% 80 % 100 % 100% 100% . -
Keterangan : Tabel ini sesuai dengan Renstra 2019 — 2024 ( Renstra Awal )
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi | Target Target I T"m' “: ort Target Renstra Perangket Daerah Tahun ke Realisasi Capaian Tahun Ke
Perangkat Daerah NSPK IKK Lai
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Indeks Desa Membangun (IDM) : 1.Desa 1.4, 2. 1.2,2,
Sangat tertinggal 2. Desa Tertinggal, 3 168, 172, 1.0, 2. 1.2,2.105, | 1.0,2. 113,
1 Desa Berkembang 4. Desa Maju - - - - 3.77.4.6 | 3.83,4. | 172, 3.84, 3.143,4.2 | 3.133,4.9
4, 8 Desa Desa Desa
Desa 7 Desa
& gemee' - ﬁ't:t’:h':‘"yen hos "yg"nzg:m - - - - 19,61% 23,53% 27,45% 100% -
3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan . B _ _
Desa dan Lembaga Adat yang Aktif a.a3% 980% n37% 77.353%
4, Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan
Msycs ol don Disia - ; . 2 CCrilai | B nilai B nilai B -
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Dari table pencapaian pelayanan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pesentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik
Indikator ini menunjukan perbandingan jumlah penyelesaian dokumen
administrasi dari desa setiap tahun. Perkembangan pencapaian
persentase dokumen administrasi di desa mengalami kenaikan dari tahun
ke tahun, hal ini menunjukan bahwa tingkat Sumber daya manusia di
desa / kelurahan sudah semakin meningkat dan sarana prasarana
mendukung.

b. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang Aktif.
Indikator ini menunjukan perbandingan jumlah desa / kelurahan yang
melaksanakan pengawasan pembangunan yang baik dalam tiap tahun
perkembangan pencapaian persentase desa / kelurahan yang pengawasan
dengan baik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukan pembangunan yang
ada di desa / kelurahan sudah banyak yang sesuai dengan rencana
pembangunan di desa / kelurahan.

c. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa
Indikator ini menunjukan perbandingan jumlah desa / kelurahan yang
sudah terbentuk Bumdes dengan jumlah desa secara keseluruhan, hal ini
menunjukan perkembangan persentase desa yang memiliki Bumdes
semakin meningkat dalam tiap tahunnya. Informasi tentang Bumdes

sudah sangat baik karena di desa sudah memiliki jaringan internet desa.
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Tabel 2.6.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga diukur melalui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan pembangunan

sebagaimana tertera pada table dibawah ini : ( Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Ende)
Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Belanja Tidak 2.000.560.326 2.395.350.233 2.096.000.000 2.044.000000 2.096.000.000 1.989.667.973 2.317.543.370 99,45 96,8
Langsung
Belanja Barang dan 1.987.330.000 2.251.350.000 2.302.810.500 2.377.444.814 2.427.491.840 1.761.452.000 1.199.405.999 88,63 533
Jasa
Belanja Modal 97.706.000 32.115.002 10.000.000 10.000.000 28.826.322 88.567.000 32.000.000 90,65 99,6
Total 4.085.596.326 5.478.700.233 4.408.810.500 4.421.444.814 4.552.318.162 3.839.686.973 3.548.949.369 93,98 75,85
Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Belanja Pegawai 2.395.350.233 2.533.068.842 2.190.955.607 2.096.000.000 2.317.543.370 2.391.686.656 2.167.467.707 96,8 94,4 98,9
Belanja Barang dan 1.260.219.361 4.171.874.525 1.378.580.770 2.106.400.000 1.231.405.999 2.420.175.652 1.342.562.230 97.7 58 97.38
Jasa
Total 3.655.569.594 6.704.943.367 3.569.536.377 4.202.400.000 3.548.949.369 4.811.862.308 3.510.029.937 97.1 71,8 98,33
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Dari table anggaran dan realisasi pendanaan digambarkan bahwa rasio
antara realisasi dan anggaran tahun 2023 dapat dikatakan baik karena

rata-rata rasio diatas 80.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan makin berkembangnya, masyarakat menjadi makin
kritis dan cerdas. Tuntutan dan harapan dari masyarakat menjadi kritis dan
cerdas. Tuntutan dan harapan dari masyarakat yang harus menjawab oleh
pemerintah Daerah makin tinggi dan beragam. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagai bagian dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Ende berkewajiban untuk menjawab sebagian harapan dan tuntutan dari
masyarakat tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi serta kekuatan sumber daya yang ada.

Disamping memiliki kekuatan dan kelemahan secara internal, dalam
melaksanakan tugas melaksanakan pelayanannya Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende juga memiliki tantangan dan
peluang.

Tantangan :

1. Perkembangan kemajuan Teknologi informasi tidak diimbangi dengan
persiapan sumber daya manusia yang ada di desa;

2. Perubahan iklim yang tidak pasti sehingga berdampak pada
pertumbuhan ekonomi di desa;

3. Lembaga Kemasyarakatan kurang berperan dalam mendorong nilai —
nilai gotong royong;

4. Pembangunan di desa belum berbasis produk unggulan desa;

5. Kinerja  Pelayanan  Aparatur Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa belum maksimal.

Peluang :
1. Ruang pendanaan melalui Dana Desa untuk penyertaan Modal dan

Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan.

2. Adanya kerjasama dengan Lembaga — lembaga Donor/NGO baik lokal,

Nasional dan Internasional;

3. Adanya dukungan Lembaga Adat wuntuk mendorong percepatan
pembangunan;

4. Bantuan keuangan melalui BLT dan PKH;

5. Perkembangan Teknologi informasi khususnya Akses internet sudah

masuk ke desa.
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3.1.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan.
Keberadaan suatu organisasi tidak dapat dilepas dari perubahan yang
terjadi pada lingkungan dimana organisasi tersebut berada, baik
lingkungan internal maupun eksternal. Demikina juga keberhasilan atau
kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan
manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya untuk
melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa
berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan
strategis adalah suatu kelaziman untuk melakukan analisis terhadap
kondisi lingkungan yang ada.

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat

fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi

lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan
program organisasi / institusi yang telah direncanakan, akan tetapi
kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap
perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal.

Dari evaluasi pelaksanaan tugas terdapat permasalahan dibawah ini.

1. Rencana Program, Kegiatan tidak didukung dengan Anggaran yang
memadai

2. Terbatasnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa.

3. Sarana / Prasarana Kantor dan Pendukung pelayanan di kantor
kurang memadai.

4. Sumber Daya Manusia khusus Staf di bidang masih kurang

S. Pengelolaan BUMDes belum dilakukan secara Optimal karena Perda
tentang Pengelolaan BUMDes belum disesuailan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

6. Belum Optimalnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi
untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian
Desa.

Belum semua Desa memiliki Peta Digital.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa belum maksimal.
9. Perencanaan dan Penganggaran Desa belum tepat waktu
11. Peran BPD sebagai mitra Pemerintah Desa belum maksimal.
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Permasalahan yang disampaikan diatas dapat dilakukan intervensi yang

tepat melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan

prioritas yang mempunyai fokus dan lokus yang jelas sehingga

kebutuhan masyarakat terpenuhi.

3.2 Isu Strategis

Sesuai dengan Program Pemerintah melalui Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2029 Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional, untuk mendukung Program Pemerintah serta

memperhatikan permasalahan utama yang ada di Desa antara lain :

1.

Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa kurang memahami tugas dan

fungsi dan belum berperan secara aktif.

. Masih rendahnya kwalitas sumberdaya aparatur pemerintah Desa

sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dan pengelolaan

keuangan Desa belum berjalan dengan baik

. Pengelolaan potensi unggulan Desa khususnya Pariwisata, kelautan,

Pertanian dan Perkebunan belum maksimal.

. Tata kelola pemerintahan desa yang berbasis digital.

Kualitas musyawarah desa yang masih rendah.
Kewenangan Desa belum dilaksanakan dengan baik sehingga
berdampak terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan desa.

. Belum optimalnya pendayagunaan manusia dana lam dalam

pemanfaatan Terknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan BUMDes yang
profitable dan berkelanjutan.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan
sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberayaan Masyarakat dan
Desa, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 -
2026 yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakaat dan Desa dalam
melaksanakan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa di
Kabupaaten Ende.

4.1. TUJUAN
Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah
adalah ” Meningkatnya Kemandirian Desa ” dengan Indikator
Kinerjanya adalah Indeks Desa Membangun ( IDM ) target Nilai Indeks
kondisi Akhir tahun 2026 adalah 0,6461.

5.2. Sasaran
Sasaran jangka menengah periode 2025 -2026 yang ingin dicapai yaitu :
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Desa yang Naik Kelas
4 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 beserta indicator kinerjanya
secara lengkap disajikan pada table berikut :
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Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Target Kinerja Tujuan
Sasaran dan Sasaran pada
Tahun ke
2025 2026
1 | Meningkatnya Indeks Desa Membangun ( 0,6255 0,6461
Kemandirian IDM )
Desa
Desa Mandiri - -
Desa Maju T 8
Desa Berkembang 105 105
Desa Tertinggal 143 142
Desa Sangat Tertinggal
Meningkatnya Nilai AKIP DPMD B B
Akuntabilitas
Kinerja
Meningkatnya Tata | Persentase 19,61 23,53
Kelola Penyelenggaraan
Pemerintahan Pemerintahan Desa yang
Desa baik
Meningkatnya Persentase Desa yang 18,32 15,94
Desa yang Naik Naik Kelas
Kelas
Meningkatnya Persentase Lembaga 73,96 75,18
Kapasitas Lembaga | Kemasyarakatan Desa
Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang
Desa aktif
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun kedepan, sebagai upaya dalam

mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 - 2026,

selengkapnya dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkat
nya
Kemandiri

an Desa

Meningkatnya
Tata kelola
Pemerintahan

Desa

Peningkatan

dan

kapasitas
tata laksana
penyelenggaraan

pemerintahan Desa

Penguatan  Kapasitas

Lembaga Ekonomi
masyarakat perdesaan
melalui pemberdayaan
masyarakat dan
penguatan lembaga
ekonomi perdesaan
Penyelenggaraan
Penataan Desa
Penguatan  Kapasitas
aparatur pemerintahan
Desa dalam
penyelenggaraan
pemerintah desa
Penguatan  Kapasitas
pengelolaan keuangan
desa

Penguatan  Kapasitas
Pelaku perencanaan
pembangunan dan

evaluasi desa

Meningkatnya
Kapasitas
Lembaga
Kemasyarakat

an Desa

Peningkatan Kapasitas
Lembaga

Kemasyarakatan,
Adat dan
Hukum

Adat sebagai penggerak

Lembaga
Masyarakat

pemberdayaan

Optimaslisasi Kader

Pemberdayaan desa
yang bergabung dalam
Posyandu, PKK, KPM,

Memperkuat lembaga
kemasyarakatan desa

dalam menggerakkan
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masyarakat

swadaya dan
partisipasi masyarakat
( RT, RW, LPM, dan

Karang Taruna )

Meningkatnya
Kinerja
Perencanaan,
Penganggaran,
Pelaporan dan
Evaluasi

Peningkatan Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran,

Pelaporan dan Evaluasi

Peningkatan Pelayanan

Kesekretariatan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mencapai Tujuan
dan Sasaran diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan
menjawabi Sasaran yang ditargetkan. Program dan Kegiatan yang menjadi
tolok ukur keberhasilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ende pada Program Penataan Desa, Program Peningkatan
Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat
Hukum Adat, maka secara keseluruhan program dan kegiatan dapat

dipaparkan sebagai berikut :

32




Tabel VI. 1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENDE

|Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Kota

Kota

TARGET Kerangka Pendanaan Tahun
PROGRAM /[ KEGIATAN / SUB KEGIATAN KINERJIA INDIKATOR RUMUS SATUAN | DATA AWAL DAER x
2024 2025 2026 2025 2026
Jumlah Desa yang terealisasi penataan
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Penyelenggaraan Program Persentase Penataan Desa P tase Penataan Desa desa/lumlah Desa yang diusulkan untuk Persen 100% 100% 100% DPMD 1.250.000.000 1.305.000.000
dilakukan penataan desa dikall 100%
Jumlah Desa yang terealisasi penataan
Persentase Penyelenggaraan Penataan
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Terselenggaranya Penataan Desa Desa desa/lumlah Desa yang diusulkan untuk Desa - ] 5 5 DPMD 1.250.000.000 1.305.000.000
dilakukan penataan desa dikali 100%
Jumlah Desa yang ;umiij;n?::: 'l‘;:::g Melalukin
2.13.02.2.01.01 Pembentukan, Penghapusan, Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Melakukan Pembentukan, F::ggabungm';. d::a};l‘;“:i?n'ahan Desa R s 5 3 DPMD 900.000.000 900.000.000
Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Penghapusan, Penggabungan, | = . .
d PeriiBakin Stabis Desa dibagi Jumlah Desa yang diusulkan
an Ferdbahan dikali 100%
Jumlah Desa yang ﬂ:rf 'l'tas?es; nyfng
2.13.02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa  |Terfasilitasi Penataan A e Desa 9 5 5 DPMD 150.000.000 150.000.000
Kewenangannya Kewenangannya dibagi Jumlah
s Desa yang diusulkan dikali 100%
Jumlah Desa vang .;umish De:a ym T[n):rfa,sngtl;am.
2,13.02.2.01.04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Terlaksananya Fasllitasi Penamaan dan Kode Desa Terfasilitasi Penamaan dan SRATARL. AL e an Bs] £ Desa - ] 5 DPMD 100.000.000 150.000.000
Jumlah Desa yang diusulkan dikali
Kode Desa
100 %
2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa i}:ﬁah aratin Qe PHASATROA Jumiah Sarana dan Prasarana Desa Unit - 1 1 1 DPMD 100.000.000 105.000.000
Jumlah Desa yang didampingi dibagl
Penyelenggaraan Program katan Kerja Sama Persentase katan Kerja Sama
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJIASAMA DESA Ped, Fyakg Ped Faning seluruh desa yang melakukan kerjasama Persen 100% 100% 100% 100% 100.000.000 103.000.000
dikali 100%
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa Terlaksananya Fasilitas! Kerja sama antar Desa ReatTtmCE e ngalan Kot Shna_ | amiah Dest Favg Muuken Keriepam Desa 2 3 4 5 150,000,000 155.000.000
Pedesaan Antar Desa
Jumlah Dokumen Kerja Sama [Jumlah Dokumen Kerja Sama
.13.03.2.01.01 Faslii S A
2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Terfaksananya Fasiiitas| Kerja Sama Antar Desa dalam Antar Desa dalam Kabupaten / |Antar Desa dalam Kabupaten / Dokumen 2 3 4 5 DPMD 150.000.000 155.000.000
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1. Cakupan Pemerintah Desa dan

Desa

Peraturan Desa

Peraturan Desa dibagi Jumlah
Desa dikali 100 %

VB s’ Proan) ! Badan Permusy \ Desa yang ’d‘:;“:i"jubxh“:‘:;g'?:m'":f;:' s % 100 100 100 100 DPMD 150,000,000 155,000,000
tertib administras O
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Jumlah BUMDes yang sudah berkontribus
iy T ke PADES dibag! Jumish BUMDes yang % 7,27 9,09 me | 127 DPMD. 300.000.000 310,000,000
i sudah penyertaan Modal dikali 100%
1, Cakupan pemerintah Desa dan
lumlah Desa yang tertib administrasi
Badan Permusyawaratan Desa yang % 100 100 100 100 DPMD 150.000.000 155.000.000
sertib admin ; dibagi jumlah desa seluruhnya dikali 100%
2.13.04.2,01 bi danF Penyelenggaraan F dan
|Administrasi Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Py han Desa
Jumlah BUMDes yang sudah berkontribusi
SR A ke PADES dibagi Jumiah BUMDes yang % 7,27 9,09 w081 | 1273 DPMD 300,000,000 310.000.000
il o sudah Penyertaan Modal dikall 100%
L 2 3 Jumlah Dokumen Jumiah Dokumen Penyelenggaraan
.13.04,2.01.01 Fasil A
i:r:::nfa:in De:: ftas! Penyelenggaraan Administrasl ::::_s‘:::::: :::el:nuaman dministras| Penyelenggaraan Administrasi |Administrasi Pemerintahan Desa Dokumen 8160 160 160 160 DPMD 7.000.000 10.000.000
Pemerintahan Desa dibagi jumlah desa dikali 100%
Teriaksananya Fasllitasl Penyusunan Produk Hukum Jumlal Doloumen  Fail Jumlah: Doloumen Hasil
2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Desa Penyusunan Produk Hukum |Penyusunan Produk Hukum Desa| Dokumen 1275 783 851 792 DPMD 9.000.000 10.000.000
Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100%
Jumlah Dokumen Hasil
Jumlah Dokumen Hasil
.13.04.2.01.1 P F
2.13,04.2.01.03 Fasllitas| Penyusunan Perencanaan Terlaksananya Fasllitas Penyusunan Perencanaan Periyiimpnan Peresitanast Penyusunan Perencan.aanl [ — 510 255 255 255 DPMD 8.000.000 10.000.000
Pembangunan Desa Pembangunan Desa PemiBangunan Dess Pembangunan Desa dibagi Jumlah
o Desa dilaki 100 %
Jumlah Dokumen Pengelolaan
2.13.04.2.01.04 Fasiiitasi Pengelolaan Keuangan Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dibagi Jumlah Dokumen 255 255 255 255 DPMD 10.000.000 11.600.000
Keuangan Desa iae
Desa dikali 100 %
Jumlah Aparatur .
; Jumlah Aparatur Pemerintah
2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur |Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemepntgh D.csa yang Desa yang Menglluti Pembinasn Orang 100 50 100 150 DPMD 7.000.000 10.000.000
Pemerintah Desa Aparatur Pemerintah Desa Mengikuti Pembinaan Peni Kapeait
Peningkatan Kapasitas ningkatan Kapesitas
i i Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan
.13.04.2.01. li Ps l Mi h ( | h
2.13.04.2.01.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawara Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawara Penyelen aan Musyawarah |Musyawarah Desa dibagi Ju Laparan 255 255 255 255 DPMD 7.000.000 10.400.000
Desa Desa B8 oo an
Desa Desa dikali 100%
Terlaksananya Evaluas! dan Pengawasan Peratura Jumiah BDolumen Hasil ‘é‘::;]ah ]?:loku::m .
2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa ¥ pansan 2 Evaluasi dan Pengawasan B SO enganRRan Dokumen 765 774 861 792 DPMD 10.000.000 9,000,000
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2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa

Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM

Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan dan

Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan dan Pemberdayaan
BUM Desa dan Lembaga Kerja

200,000, 200.000.000
dan Lembaga Kerja sama antar Desa Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa :e:b;ri?:;n ;:USI:::: Sama antar Desa dibagi Jumlah Dokumen 31 19 25 ] DEMD 100,000,000
8 BUMDes yang dibentuk dikali
antar Desa
100%
Jumlah Laporan Hasil ';::;lj:n Laporanp .].]H::,
2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangl ggar ya Pemilihan, Pengangkatan dan Penyelenggaraan Pemilihan, Pcngangkaagta.n dan [fa—— 8 167 10 DPMD 47.000,000 30,000,000
dan Pemberhentian Kepala Desa Pemberhentian Kepala Desa Pengangkatan dan : P
Pétiberhentian Kepala Desa Pemberhentian Kepala Desa dibagi
o Jumlsh yang direncanakan X 100%
Jumlah Laporan Pengangkatan
: Jumlah Laporan Pengangkatan i
2.13.04.2.01.10 Fasllitasi Pengangkatan dan Pemberhentian |Te Fasilitasi P dan F dan Pemberhentian Perangkat Desa
Y 4 Peran DPMC 7.000. 7.000.000
Perangkat Desa Pemberhentian Perangkat Desa dD.nnsaPemberhenuan ghat dibagi Jumlah Desa yang Lanora . 3 5 : 000.000
& direncanakan X 100%
2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Terlsksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa .tle\:sm!ux:)okumen Profil Desa yang Dokumen 5 10 15 DPMD 8.000.000 10.000.000
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
.13.04.2.01. Doku 100.000.000 110.000.000
2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Piraein Desa Pengelolaan Aset Desa men 20 5 10 15 DPMD
. Jumlah Anggota BPD yang Jumlah Anggota BPD yang
.13.04.2.01.. ki i X
;:; 04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota :eﬂak::r::;n Pembinaan Peningkatan Kapasitas Mengikuti Pembinaan M deuti binaan Peningkatan Orang 100 10 a0 50 DPMD 6.000.000 7.000.000
nes Peningkatan Kapasitas Kapasitas
o ., |Jumlsh Desa yang Difasilitasi
2.13.04.2.01.15 Fasllitasi Penetapan dan Penegasan Batas  |Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan ;{;mlahhl‘):n yangbl)lfamhtam dalam P apan Dan Pe Desa p g 5 5 OPMD 6.000.000 8,000,000
Desa Batas Desa empnden il Batas Desa dibagi Jumlah Desa . e
neg yang diusulkan dikali 100%
. Fasllitasi [=poran Kepals Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
2.13.04,2.01,16 Fasllitas| Pembinaan Laporan Kepala Desa | ° i ! Pembinaan Laporan Kepala |Pembinaan Laporan Kepala Desa | Laporan 100 10 10 10 DPMD 6.000.000 8.000.000
Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100%
2.13.04.2.01.17 Pelaksanaan Penugasan Terlaksananya Pelak Penugasan ‘:J“ml“h D;’ck“m’“ Penugasan ‘:J“‘m!“h Dokumen Penugasan
Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilak k Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang russn | Kewenangan rusan. / cnang Dokumen - 2 4 6 DPMD 7.000.000 9.000.000
oleh Desa Dilaksanakan oleh Desa Kabupaten/Kota yang Kabupaten /Kot yang
dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan oleh Desa
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa|Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan |Evaluasi Perkembangan Desa |Perkembangan Desa serta Lomba tickuman 2 3 3 BPNiD 5 000,000 £,000.600
serta Lomba Desa dan Kelurahan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Desa dan Kelurahan dibagi Jumlah o ’
Kelurahan Desa dikali 100 %
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lumiah Lembaga Kemasyarakatan dan

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Teknologi Tepat Guna

Guna dibagl Jumlah Desa X 100%

2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA Cakupan | ¢ kot Easilin Nelad Cakup Kemasyarakatan dan |Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT Tetlibat di Dalam Pemberd it Lembaga Adat yang Terlibat di Pemberdayaan Masyarakat dibagi Total Persen 67,46 68,81 70,16 71,51 DPMD 500.000.000 520.000.000
HUKUM ADAT g it 2 Pemberday yarak Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga
Adat dikali 100%
P ¥ berdayaan Lemb
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga K k yarak yang Bergs di Bidang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga |Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat ¥ K k dan |Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam
Adat Tingkat Daerah Kab {Kota serta Pemberd Daerah Kab [Kota serta Pemberdayaan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam | Pemberdayaan Masyarakat dibagi Total Persen 67,46 68,81 70,16 71,51 DPMD 500.000.000 520.000.000
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarak fak ¥ Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya |Pemberday yarak Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga
Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Adat dikall 100%
Kabupaten/Kota
3 5 9 f Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi
2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Jumlah Dokumen Hasll Identifikasi dan
Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat :::tln“ntarlsaﬂ Masywrikat Hikur Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Palaumen : 3 ? 12 bPMD 30.000.000 AOHIO0.000
Jumlah Dokumen Hasll Penataan, Jumlah Dekumen Hasll Penataan,
2.13.05.2.01.02 Fasiltasi Penataan, Pemberdayaan | Teriaksananya Fasiltasi Penataan, Pemberdayaan [ o104 =" :::::a R e ehagany L:r::; o o roeparabaian
dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, |Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, AW, PKK. Posyandu, LOM, dan Ka : LEM. dar Kai T R i 'ba Ad " Dokumen 10 14 18 22 DPMD 190.000.000 200.000.000
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat |Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga . PRK; Pasyandu, LPM, dan kacang  dari Karang Tanuna), Lambaga Ady
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat [T242); Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Adat dibagi Jumlah Lembaga
Hukum Adat Kemasyarakatan dikali 100 %
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), |Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan  |Adat Lambaga 00 20 =0 1 ohMo 40.000.000 40000000
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dibagi
yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumiah Lembaga Kemasyarakatan dikali
100%
Jumlah Sarana dan Prasarana Jumilah Sarana dan Prasarana
2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan |Kelembagaan Lembaga Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Prasarana Kelembagaan Lembaga Ki Desa/Kelurahan (RT, |Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan |Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, |RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang |LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Unit 1 1 1 DPMD 40.000.000 30.000.000
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan  |Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga  [Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
|Masyarakat Hukum Adat Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |Desa/Kelurahan dan Masyarakat Adat dibagl Jumlah Lembaga
Hukum Adat Kemasyarakatan dl kall 100 %
" Jumlah Laporan Hasl| Fasilitasi Jumlah Laporan Hasll Fasilitasi Pemerintah
2.13.05:2.01,06 Fasllias] Pemarintah Desa dalam Terlaksananya, Fasilltas! Pemerintsh Desa dalam Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan |Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Laporan 1 2 3 DPMD 30.000.000 30.000.000

36




2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong

Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi

Jumlah Laporan Hasil Fasliitasi Bulan

lan Bhakti R X X X .|
Masyarakat Royong Masyarakat Bulan Bhakti Gotong Royong Bhaktl Gotong Royong Masyarakat Laparan 10 12 14 DPMD 20.000.000 30.000.000
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasll Fasilitasi Tim  |Jumlah Dokumen Hasl| Fasilitas! Tim
i sl ono P k PKK dal N, KK dalam P |
2,13.05.2.01.0¢ Fasilitas| Tim Penggerak PKK dalam  |Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK P::l::r:: araa:;:’wn ;:':::::;b:::l:"::;"::k:a" dan
Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat |dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Bemben Gnnn et e & i " ¥ Dokumen 100 50 100 150 DPMD 150.000.000 150.000.000
dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 2y Y @ esejahteraan
Kesejahteraan Keluarga dibagi Total Jumliah PKK dikali 100
Keluarga %
Penyelenggaraan Administrasi Jumlah Capaian Indikator masing-masing
2.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |Tersel ranya Administrasi Perka Pe
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daern:";’;ramf If"t;:n:::ien ”hr:‘:r:r‘;h;nlkat Perkantoran Perangkat Daerah secara |Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Persen 100 100 100 DPMD 2.904.248.323 2.950.131.545
efektif dan efisien selama 1 tahun Kegfatan dikali 100%
Jumiah Capaian Indikator masing-masing
2.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan |indeks Perencanaan, Penganggaran
Sub Kegiatan dibagl dengan Jumlah Total Persen 100 100 100 DPMD 115.000.000 115.000.000
Peral Daerah Evaluasi Ki Perangkat Daerah dan Evaluasi Ki t Daerah
Kinerja ngkat nerja ngkat n u nerja Perangkal |sub Kegiatan dikall 100%
7.01.01.2.01.01 Pi ki P lah
01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dokiien 3 2 2 0PMD 10,000,000 10,000,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah tersedia
Jumlah Dokumen RKA SKPD dan
7.01.01.2.01.! inasi P - -
01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- |Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasll Lnporai hasil Koordinast penjusunan: |Jumiah Dokiumen RIKA yanig terseda Dokumen N 2 2 DPMD 10,000,000 10.000.000
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD A
RKA SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
.01.01.2.01. i lah h
7.01.01.2.01.03 Koordinas! dan Penyusunan Dokumen Laporan Hasll Koordinas! Penyusunan Dokumen SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang r— i 2 2 DPMD 10.000.000 10.000.000
Perubahan RKA-SKPD peny 1 dokumen Perubahan RKA |tersedia
Perubahan RKA-SKPD
SKPD
Tersedianya Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Jumlah Dekumen DPA SKPD dan
7.01.01.2.01.04 Koordinas! dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - Laporan hasil Koordinasl penyusunan |Jumiah Dokumen DPA yang tersedia Dokumen 1 2 2 DPMD 10.000.000 10.000.000
SKPD -dokumen DPA SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan ) .
7.01.01.2.01. inasi A
01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA: Laiporan Hasil Kasrdinasl Penyisiinan Dokiamén SKPD dan Laporan hasil Koordinasi JumIaPA\ Dokumen Perubahan DPA yang Dokumen 1 2 2 DPMD 10,000,000 10.000.000
SKPD penyusunan dokumen Perubahan DPA |tersedia
Perubahan DPA-SKPD
SKPD
Tersedianya Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Jumlah u'm,m Capalan Kinags dan Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar
7.01.01.2,01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasll Koordinasi ixneisar ksl Klrieigs SEPO dan |Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil
e i 7 7 15.000.000 15.000.000
Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Leparan Husll Foordinast Panyusunan Koordinator Penyusunan Laporan Capalan Laporan L DPMD: 000
Realisasi Kinerja SKPD Laparan Capaian Kinerja dan lkhtisar Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang tersedia
Reallsasi Kinerja SKPD
h i
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumiah Laporan Evaluas! iinerfa Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja yang Laporan 1 1 1 DPMD 50.000.000 50.000.000

Perangkat daerah

tersedia
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Jumiah Capalan Indikator masing-masing

SKPD

pada SKPD

Barang Milik Daerah pada SKPD

Milik Daerah

i G 1 F " Indeks Pel o
7.01.01.2.02 Ad P Daerah s Saiid Sub Kegiatan dibagi dengan Jumiah Total DPMD 2,087.248.323 2.143.531.545
n Daerah Daerah
gk o oo Sub Kegiatan dikall 100%
" Jumlah Orang yang menerima Gaji Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Orang / 32 orang /14| 32 crang/ | 32 orang/

.01.01.2.02.01 Penyed Gaji d .051.248. .110.531.545
7.01.01.2 1 Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN Tersedianya Gall dan Tunjanigan ASN dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Bulan Bulan 14 Bulan 14 Bulan PPMD 2,051.246.528 2.110,581,54
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi [Jumlah Dokumen Penatausahaan dan |Jumlah Dokumen Penatausahaan dan

0.000.000 15.000.000
Pengujlan/Verifikasl Keuangan SKPD Keuangan SKPD Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD |Pengujian / Verifikasl Keuangan Dokiimen = u u OFMD 4
Terlak: Koordinasl dan Pel Al
7.01.01.2.02.04 Koordinas! dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD ‘erlaksananya Koordinasl dan Pelaksanaan Akuntansi  |lumlah Dokumen Koor.drnnsi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan FT— 5 2 5 DPMD 1.000.000 2,000,000
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntans|
Jumlah Laporan Keuangan Akhir .
7.01.01,2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan KEl.lan[an Akhlir Tahun SKPD dan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
= Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laparan Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Laporan 1 1 1 DPMD 5.000.000 5.000.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD g Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun n)
Keuangan akhir tahun SKPD
Jumiah Laporan Keuangan
Tersedianya Keuangan Bulanan/triwulan / Semesteran |Bulanan/triwulan / Semesteran SKPD
701.01.2.02.07 Koorr!lnasl da Penyusiian Eaporsy, SKPD dan Laporan Koordinasl Penyusunan Laporan dan Laporan Koordinasi Penyusunan dumnish Laparan keusngan Sylanan, Laporan 26 16 16 DPMD 5.000,000 5.000.000
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ) Triwulan dan Semester
|Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD Laporan Keuangan bulanan / triwulan
/ semesteran SKPD
.02, sl I
7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Dakumen 1 1 1 DPMD 5.000.000 5.000.000
|Prognosis Realisas| Anggaran Prognosis Reallsasl Anggaran Analisis Prognosis Realisasl Anggaran |Prognosis Realisasi Anggaran
010 Millk  zeriakss - Indeks Pelaksanaan Administrasi Jumiah Capaian Indlkator masing-masing
5 . # h Dn‘ =2 . r Barang Milik Daerah pada Perangkat |Sub Kegiatan dibagi dengan Jumiah Total Persen 100 100 100 DPMD 25.000.000 23.600.000
Daerah Sub Kegiatan dikali 100%
7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Dserah  [Jumlah Rencana Kebutuhan Barang  |Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik P 4 1 1 DPMD 5.000.000 5.000.000
Barang MIlik Daerah SKPD SKPD Milik Daerah SKPD Daerah
lah Py
7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Mlilik Daerah SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD i::::oaoe::f:::[) angamanin Bareng Tersedianya Penjaga Malam Dokumen 1 1 1 DPMD 5.000.000 5.000.000
. . Tersedianya Laporan Hasll Penilaian Barang Milik Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang |Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang
.01.01,2.03, i I
;::r:: 52([;3003 Kaardinastdxn Parllafar Baraog Mik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilalan Barang Millk Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Milik Daerah dan Hasil Koordinasl Penilalan| Laporan 1 1 1 DPMD 5,000,000 5.000.000
Daerah SKPD Penilaian Barang Millk Daerah SKPD | Barang Milik Daerah
. d Jumlah Laporan Rekonsilias! dan Jumlah Laporan Rekonsilias! dan
7.01‘01.2.'03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Barang Millk Punyusunan'Laporan Barang Milk Daersh Eaparan 2 2 2 DPMD 5.000.000 5.000.000
Barang Millk Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD SKPD

.01.01.2.03. il h ili h

7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Terlaksananya Penatausahaan Barang milik Daeral Jumlah Laporan Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Laporan 2 12 12 DPMD 5.000.000 3,600,000
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Jumiah Capaian Indikator masing-masing

disediakan

disediakan

s 2 P oF. Pel !
7.01.01.2.05 Administras! Kepegawaian Perangkat Daerah y gkt hwisks Felnyenan Admjisua Sub Kegiatan dibagl dengan Jumiah Tatal |  Persen 100 100 100 DPMD 30,000,000 25,000,000
Daerah p Perangkat Daerah
Sub Kegiatan dikali 1009%
7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sat dan P isiplin | T lah Uni
eningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin ersedianya Unit peningkatan sarana dan prasarana Jumlah Unit peningkatan sarana dan Tarsedianya mesin absensi Uit . N E DPMD 5.000.000 i
Pegawal Disiplin Pegawai prasarana Disiplin Pegawal
7.01.01.2.05.03 Pendat: dan P lahan Admini dat: lah
1 'endataan dan Pengalahan Administrasi Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Jumla Dokumen- Pend.amn dan Jumlah Dokumen Pendataan dan Seiiimén 1 1 1 DPMD 5,000,000 5,000,000
Kepegawalan Administrasi Kepegawalan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
.01.01.2.05.05 Monitoring, luasl, P I F Penilai i itoring, i
7.01.0 : onitaring, Evaluasi, dan Penilalan Kinerja |Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumiah Dokumnen I?.!nmmrlng. Jumiah I.Jokumen Monitoring, Evaluasi Dokuriis 1 1 1 DPMD 5,000,000 5,000,000
Pagawai Kinerja Pegawal Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawal |dan Penilalan Kinerja Pegawal
. Jumlah Pegawal berdasarkan tugas Jumlah Pegawal berdasarkan Tugas dan
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan P | Terl Pel i
end i riksunaitys Pepaidiaran Patiner P dan fungsi yang mengikut! Pendidikan |Fungsi yang menglkut! Pendidikan dan Orang 2 2 2 DPMD 10.000.000 5.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungs! Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3
dan Pelatihan Pelatihan
Jumlah orang yang mengikuti
Terlak: lalisasi Per; 3
7.01.01.2.05.10 Sosfalisasi Peraturan Perundang-Undangan erakeananye Soyaiisadt Peraturan Perundang Sosialisasi Peraturan Perundang- utniahiofsng yang menglkits Scoelalisas) Orang 2 2 2 DPMD 5.000.000 5.000.000
Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Undangan
A < Jumiah orang yang mengikuti lumiah orang yang mengikuti Bimbingan
7.01.01.2.05. bi; Teknis impl tasi Perat Terlak: Imbli
U1,01.2/0511 8lmbirigan Feknis-dnplamientast Paraturin eriaksarianie Blrabinigary Teknis Imnkimesas] Bimbingan Teknis Implementas! Teknis Implementasi Peraturan Orang 1 1 1 DPMD 5.000.000 5.000.000
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundangan Perundangan
Jumlah Capaian Indikator masing-masing
7.01.01.2.06 Ad Umum Perangkat Daerah I ¥a Administrasl Umum Perangkat Daerah [ "1°4® PeSVanan AMINIStrast UMM o,y ogioran dibagi dengan lumiah Total | Persen 100 100 100 DPMD 121.000.000 141.000.000
Sub Kegiatan dikali 100%
) Jumlah Paket Komponen Instalasi Jumiah Paket Kompanen Instalasi Listrik /
.01.01.2.06.01 Py ol K | dl 1k/P
7. 5 enpedian Kompenen sl Térabiatiyn Kompsonasiiristalel LstrifFanerinigen Uistrik / Penerangan Bangunan Kantor |Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 12 8 8 DPMD 10.000.000 10.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor 4
yang disediakan disediakan
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
T [ | Kant Paket 10 5 5 10.000.000 20.000.000
Kantor ersedlanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang disediakan |Kantor yang disediakan * oeme 00
lat: T
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedlanya Peralatan Rumsh Tangga AL PAKEL Seraitan fimih emate gkt Pareiaoe RUmaT Tanges Paket 5 3 3 DPMD 10.000.000 20,000,000
Tangga yang disediakan yang disediakan
i | i K:
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Loglstik Kantor tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor  |Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Paket 20 20 20 DPMD 20,000,000 20,000,000
yang disediakan disediakan
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumiah Paket Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
T [ t dan P 1 0 PM| 0.000. 20.000.000
Penggandsan ‘ersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Panggandaan yang disediakan Penggandasn yang disediakan Paket "] 1 10 DPMD 20.000.000
Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan  |Jumlah Dokumen Bahan Bacsan dan
7.01.01.2.06. dan Perat I Bah, Py -
01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedlanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang: Peraturan Perundang - undanagan Peraturan Perundang < undanagan’ yang Dokumen 12 12 12 DPMD 5,000,000 5.000.000
Perundang-undangan undangan
yang disediakan disediakan
M ial (
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Materiai Tersedianya Bahan / Material Jumiah Paket Bahan / Materlal yang |lumiah Paket Bahan / Material yang Paket 4 2 2 DPMD 5,000,000 5.000.000
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Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan

Menyurat

| Menyurat

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 2 2 2 DPMD 5.000.000 5.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jumiah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |Koordinas! dan Konsultasi SKPD Laparsn 3 3 3 DPMD: 30,000,000 70:000.000
I [
7.01.01.2.06.10 Penatausahasn Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumiah Dokumen Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip ki 1 1 1 DPMD 3,000,000 3.000.000
SKPD Arsip Dinamis SKPD Dinamis
) Jumiah Dokumen Dukungan
7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem 3 . Jumlah Dikumen Dukungan Pelaksanaan
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pelaksanaan Sistim Pemerintahan o oo ointahan Berbasis Elektronik | COKU™e" : 2 ! DeMD, 4,000,000 H00000
Berbasis Elektronik pada SKPD
| lumlah Capalan Indlkator masing-masing
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang  |Tersedlanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  |Indeks Pengadaan Barang Millk
420.000. 4 .000
U P intah D h lp intah D: o i pada Pasanslet h Sub Kegiatan dibagl dengan Jumiah Total Persen 100 100 100 DPMD 120.000.000 10.000.
Sub Kegiatan dikall 100%
7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau funialr Uoit Kendlataan Perorarigan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas
i Unit - 80.000. 20.000.
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Ema‘s‘ a,“u Kendaraan Jabatan yang atau Kendaraan Jabatan yang disediakan " 1 DFMD 180.000.000 000.000
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau s UaK Kenteresn Dinas lumnlah Unit Kendaraan Dinas Operasianal
101.01.2.07. i
P v P Operasional atau Lapangan yang N P Unit - 2 1 DPMD 50.000.000 200.000.000
atau Lapangan Lapangan : atau Lapangan yang disediakan
disediakan
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jumlah Peket Mebe! yang disediakan |Jumiah Peket Mebel yang disediakan Unit 6 6 DPMD 50.000.000 50.000.000
Peral i I i Lai
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedlanya Peralatan dan Mesin Lainnya putish Ui Perdlatan dan Mt ki ah Un‘l Peralutanan: MeyLainme Unit 3 3 DPMD 50.000.000 50.000.000
Lainnya yang disediakan yang disediakan
7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Jumiah Unit Gedung Kantor atau :
Gi Kal ata it - 1 50.000. 50.000.000
Lainnya Tersedlanya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang disediakan Bangunan Lainnya yang disediakan un t DR, 0i008,000
Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung [Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung
.01.01.2.07.10 Py Si dan P ed T i Pi
s nEadaan Sarana dan Prasarans Gedung rsadianys Savanacdan frasarna Geduna Kentor atau Kantor atau Bangunan Lainnya yang  |Kantor atau Bangunan Lalnnya yang Unit H 1 1 DPMD 25.000.000 25.000.000
Kantor atau Bangunan Lainnya |Bangunan Lainnya
disediakan disediakan
Jumiah Unit Sarana Prasarana Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung
7.01.01.2.07.11 P
2 EnEaqARR SErany din Praany Terusdiusiya Sacana dan Prasirans Perdeiing Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit - 1 1 DPMD 15.000.000 15.000.000
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya - :
Bangunan Lainnya yang yang d
 lumlah Capaian Indlkator masing-masing
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan di lasa Urusan rintah Indeks F d Jasa P
> ey Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Persen 100 100 100 DPMD 56.000.000 56.000.000
I
Pemerintahan Daerah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Sub dikall 100%
lah P dl.
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat JurmahLaparan Penyediean Jsy:Surat Lumish Laporan feryediantisssurer Laporan 12 12 12 DPMD 3.000.000 3.000.000
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7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Jumiah Laporan Penyediaan Jasa

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

AlF dan Listrik Uistrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Laporan 5/12 5/12 5/12 DPMD 30.000.000 30.000.000
Listrik yang disediakan yang disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
7.01.01.2.08.03 P i |
01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya lasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan lasa Pe@lalan Laporan 1 1 1 DPMD 3.000.000 3.000.000
Perlengkapan Kantar 7 dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
yang disediakan
Jumilah Laporan Penyediaan Jasa
7.01.01,2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 2 2 2 DPMD 20.000.000 20.000.000
Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
disediakan
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Millk Daerah Penunjang |Terlaksananya Pemeliharaan Barang Millk Daerah |Indeks Pemelinaran Barang Miim |/ Capalan Indlkator masing-masing
4 Sub Kegiatan dibagl dengan Jumiah Total Persen 100 100 100 DPMD 50.000.000 36.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan h h t h
Daerah Daerah pada Perangkat Daera Sub Kegiatan dikall 100%
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Jumiah kendaraan perorangan Dinas  |Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau  |dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan |atau Kendaraan Dinas Jabatan yang  |Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Unit 1 1 1 DPMD 25.000.000 10.000.000
Kendaraan Dinas labatan Dinas Jabatan dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan dibayarkan pajaknya
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Te dianya Jasa Pemeli , Biaya Pi lih N, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional |Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |atau Lapangan yang Dipelihara dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan unit 3 3 3 DPMD 4.000.000 5.000.000
Operasional atau Lapangan Lapangan dibayarkan Pajak dan Perizinan Pajak dan Perizinan
7.01.012.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya  [Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang G 1 2 2 DPMD 3.000.000 3.000.000
Lainnya yang dipelihara dipelihara
7.01.01.2.09.09 Pemelih: 'Rehabllitasi Ged Kant laks ih ilitasi lah
01.2.09 meliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor  |Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabiiitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan [Jumlah Gedung Kantor dan Bangunanj Unit 1 1 1 DPMD 10,000,000 10,000,000
dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara /Direhabllitasi |Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung |Jumiah Sarana dan Prasarana Gedung N
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lalnnya Rentor Aty Banlinan Laifive yang: | Kantor atsl Barigunen Lalnaya ying Unit 1 . i pemo 5000000 5:000.000
Dipelihara/ Direhabilitasi Dipelihara/ Direhabilitasi
- e e Jumlah Sarana dan Prasarana
7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabllitasi Sarana dan Ter ¥ i Sarana dan pendukung Gedung Kantor atau Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan § & Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 1 1 1 DPMD 3.000.000 3.000.000

Lainnya

Lainnya

Bangunan Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi

yang Dipellhara/ Direhabilitasi
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator
kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende dalam dua tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan
review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya
dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran
dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2025 — 2026 disajikan dalam tabel 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMD Kabupaten Ende
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No Indikator Kondisi Kinerja | Target Capaian | Kondisi
pada Awal Setiap Tahun Kinerja
periode RPJMD | 2025 2026 Pada
tahun 2022 Akhir
Periode
2026
1 | Indeks Desa Membangun 0,5917 0,6255 | 0,6461 | 0,6461
(IDM)
- Desa Mandiri
- Desa Maju S 7 8 8
- Desa Berkembang 105 105 105 105
- Desa Tertinggal 143 143 142 142
- Desa Sangat Tertinggal 2
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BAB VIII
PENUTUP

Pada BAB VIII ini sebagai BAB penutup dapat dikatakan bahwa
Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Mayasrakat dan Desa
(DPMD) Kabupaten Ende tahun 2025 - 2026 setelah dipresentasikan,
diasistensi dan ditetapkan, akan berfungsi sebagai pedoman dan penentu
arah dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara pada DPMD kabupaten Ende
bersama para Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, Lurah, dan masyarakat desa
yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun
2025 - 2026.

Untuk mencapai Rencana Strategis ini diperlukan partisipasi dan
komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara pada DPMD, seluruh OPD pada
level Kabupaten Ende, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa serta
Lembaga Donor/NGO dengan dukungan partispasi aktif masyarakat desa dan
kelurahan.

Akhirnya Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 ini, kiranya mendapat dukungan
dari Pimpinan Eksekutif dan Legislatif serta Lembaga Donor/NGO dalam
pelaksanaanya guna mewujudkkan karakter Kabupaten Ende  menuju
masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan melalui kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui 3 fase pemberdayaan
yaitu: penyiapan masyarakat (pra kegiatan), pelaksanaan kegiatan dan pasca
kegiatan yang dapat dilihat dari kemandirian masyarakat dalam
memanfaatkan, memelihara, dan melanjutkan hasil pembangunan desa dan
kelurahan.

Ende, 2024
_% An. Kepala DPMD Kabupaten Ende
Sekretaris,
C_ >
CHRISTIANA FARIDA MUDA MITE ST

PEMBINA TK. I
NIP. 19721126 199903 2 077
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Lampiran | : Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

No Tujuan Indikator Sasaran Indikator Strategis Kebijakan Program Masalah Pokok Masalah Akar Permasalahan
Tujuan Sasaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Meningkatnya Indeks Desa 1. Meningkatkan Kinerja | Nilai AKIP DPMD |Peningkatan Dokumen Peningkatan Pelayanan Program Penunjang Urusan  |Rendahnya kinerja pegawai  |Rendahnya Kapasitas SDM dan |- Rendahnya Kapasitas SDM dan Sarana
Kemandirin Desa [Membangun ( |Perencanaan, Perencanaan, Penganggaran, |Kesekretariatan Pemerintahan Daerah dalam perencanaan, Sarana Prasarana Prasarana

IDM ): 1.Desa  |Penganggaran, Pelaporan Pelaporan dan Evaluasi Kabupaten / Kota penlgan.ggaran, pelaporan dan - Masih ada yang berijasah SLTA
Sangat dan Evaluasi YRS
Tertinggal 2 - Terbatasnya Anggaran

Desa Tertinggal,
3.Desa
Berkembang
4.Desa Maju

-Sarana dan Prasarana Kurang memadai

2. Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintahan

Desa

Persentase
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa yang baik

Peningkatan Kapasitas dan
Tata laksana
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Aparatur
Pemerintah Desa dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Penataan Desa

Rendahnya SDM Aparatur
Pemerintahan Desa

Terlambatnya realisasi
pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan
dan pemberdayaan masyarakat

- Rendahnya kwalitas SOM aparatur
Pemerintahan Desa ( BPD dan Aparat Desa
)

- Pergantian Aparat Desa tidak sesuai

Desa dengan amanat regulasi
Program Peningkatan - Terlambatnya penetapan Perdesa RKP
Kerjasama Desa Desa
Program Administrasi - Terlambatnya penetapan Perdes APB
Pemerintahan Desa Desa
- Terlambatnya penetapan Perdes LKP)
Desa
3. Meningkatnya Desa
yang Naik Kelas
3. Meningkatnya Persentase Peningkatan Kapasitas Optimalisasi Kader Program Pemberdayaan Rendahnya partisipasi lembaga |Rendahnya Peran dan Fungsi Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan
Kapasitas Lembaga Lembaga lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan desa yang Lembaga kemasyarakatan, kemasyarakatan dan lembaga |Lembaga kemasyarakata.n dan oM Ler:ba: Vemasyarakatan Aa
Kemasyaarakatan Desa |Kemasyarakatan |Desa sebagai penggerak bergabung dalam Posyandu, PKK |Lembaga Adat dan adat dalam pembangunan Le:'basa Adat dalam seha;: | Lembaga Adat tentang regulasi dan tata
Desa dan Lembaga |pemberdayaan masyarakat  |dan KPM Masyarakat Hukum Adat Desa :la la:an pembangu;naink:u | \elola pemerintah Desa
adat vang Aktif ari Perencanaan, Pela naan
Memperkuat lembaga dan Pertanggungjawaban

kemasyarakatan desa dalam
menggerakkan swadaya dan
partisipasi masyarakat




Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

NO PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN Indikator (Output) Kelompok
Sasaran 2024 2025 2026
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara
DAERAH KABUPATEN /KOTA efektif dan efisien selama 1 tahun 2,718.600.000]  2.917.000.000 3.483.600.000
Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja |Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
1 Perangkat Daerah Daerah 115.000.000 115.000.000 115.000.000
1{Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |Jumiah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
v Jumiah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan
2|Koordinasi dan Penyusunan Dokuman RKA-SKPD
I dokumen RKA SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3 Koordingsi den Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi
penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
4|Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan
dokumen DPA SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
§ |Koordinas! den Penyusunen Percbaian DPASKED Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi
penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
soathasitnih Laporan Capsian Kineria dan i Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
6 Rsa"s';:is:ﬁmr:jag"ggzum poran Lapaian inena den IKNSar N aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor DPMD 15.000.000 15.000.000 15.000.000
7|Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumiah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Kantor DPMD 50.000.000 50.000.000 50.000.000
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kantor DPMD 2.136.000.000f  2.084.000.000 2.136.000.000
1|Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kantor DPMD 2,096.000.000f  2.044.000.000 2.096.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan . oy
2 SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Kantor DPMD 15.000.000 15.000.000 15,000,000
3|Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumiah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
. ) Jumiah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
4 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD Kantor DPMD 5,000,000 5,000,000 5.000.000
5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD inasi i
ulanan/Triwulanan/Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5,000,000 5.000.000
6 [Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  |Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000




Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat

Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
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Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik i
Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5,000,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5,000,000 5,000,000
. o it Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD i #

parkoin Datng Wik Daprsiv D Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Daerah pada SKPD SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kanior DPMD 3,600,000 5,000,000 3.600.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 40.000.000 30.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai  |Jumlah Unit peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai Kantor DPMD i 10.000.000 i
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian [Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai  |Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Kantor DPMD 5,000,000 5.000.000 5.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas [Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan
dan Fungsi Pelatihan Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- [Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Undangan Perundangan Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.000.000 160.000.000 160.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan  |Jumiah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumiah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Penyadiaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- |Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undanagan yang
undangan disediakan Kantor DPMD 5.000.000 5,000,000 5.000.000
Penyediaan Bahan / Material Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan Kantor DPMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000




g|Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi o i ;
slskeD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kantor DPMD 30,000,000 30,000,000 30.000.000

10|Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumiah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis |Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintahan Berbasis

11 |Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD Kantor DPMD 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan i
I P Milik Daerah P

Petsetntal Disrah ndeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 130.000.000 370,000,000 890,000,000

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jumiah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang

Kendaraan Dinas Jabatan disediakan Kantor DPMD - 180.000.000 200.000.000

Pengadasn Kendaraan Dinas Operasional alau Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan

Lapangan Kantor DPMD 25000000 | 50000000 50.000.000
3|Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan Kantor DPMD 15.000.000 50.000.000 50,000,000
4|Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Kantor DPMD 50,000,000 50.000.000 550,000,000

Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau [Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang

Bangunan Lainnya disediakan Kantor DPMD 25.000.000 25,000.000 25,000.000

Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung |Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan

Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang disediakan Kantor DPMD 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan ; . .

Daerah Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.000.000 56.000.000 56.000.000
1|Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor DPMD 3,000.000 3.000.000 3.000.000
9 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan  |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang

Listrik disediakan Kantor DPMD 30.000.000 30.000.000 30.000.000

N Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
3|Penyediaan jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor o
yoen i disediakan Kantor DPMD 3000000  3.000.000 3,000,000
4|Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Kantor DPMD 20,000.000 20.000.000 20,000,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang . i

s Pasiiaciitels Daidali Indeks Pemeliharaan Barang Milim Daerah pada Perangkat Daerah 68.000.000 67.000.000 73.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan ; )

dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan ;Pmﬁ';:‘e:darzin perrkoranga.nknmas e
11Dinas Jabatan pelinara can dibayarkan pajaknya Kantor DPMD 10.000.000 25.000.000 10.000.000

Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, ) . -

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ;:JmlahrkKengara: :11 Dm:sﬁ(;);zr:smnal slau Lapangén yang Dipebhara dan
2|atau Lapangan Bayarkan Pojak dan Po Kantor DPMD 20,000.000 4,000,000 25.000.000




Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

3 Kantor DPMD 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan ) . Con i
4|Bangunan Lainya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi Kantor DEMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
5 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi Kantor DPMD 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumiah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
i Lai Dipelihara/ Direhabilitasi
6 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya innya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Kartor DEMD 3.000.000 3,000,000 3,000,000
I PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Penataan Desa 1.075.000.000]  1.250.000.000 1.305.000.000
Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa 1.075.000.000]  1.250.000.000 1.305.000.000
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Jumiah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan,
perubahan status Desa dan Perubahan Status Desa 5 Desa 775.000.000 900.000.000 900.000.000
2|Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya i i i
3|Fasilitasi Penataan Kewengan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 5 Desa 100,000,000 150,000,000 150.000.000
4|Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa 5 Desa 100.000.000 100.000.000 150.000.000
leasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat |Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa
dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Adat Kewenangan Kabupaten / Kota ) )
6|Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumiah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 5 Desa 100.000.000 100.000.000 105.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Peningkatan kerja sama Pedesaan
I 75.000.000 150.000.000 155.000.000
Fasilitasi Kerja s P ta n P
asilitasi Kerja sama antar Desa ersentase Peningkatan kerja sama Pedesaan 75,000,000 150,000,000 155,000,000
;a:dlléa;;Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten Jumiah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota
1 5 Dokumen 75.000.000 150.000.000 155.000.000




Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga
dalam Kabupaten/kota

Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam
Kabupaten / Kota

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawataran Desa yang

75.000.000 150.000.000 165.000.000
PROGRAM ADMINISTRAS! PEMERINTAHAN DESA [-2rtib Administrasi
Persentase BUMDes berkembang 175.000.000|  300.000.000 310.000.000
Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawataran Desa yang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  |tertib Administrasi 75.000.000 150.000.000 155.000.000
Administrasi Pemerintah Desa
Persentase BUMDes berkembang
175.000.000 300.000.000 310.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan — .
1|Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 60 Dokumen 5,000,000 7.000.000 10.000.000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa
2 255 Dokumen 5.000.000 9.000.000 10.000.000
ggj!taSI Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
3 255 Dokumen 5.000.000 8.000.000 10.000.000
ilitasi D i |
' Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumiah Dokumen hasil Pengelolaan Keuangan Desa 265 Dokumen 5.000.000 10.000.000 11,600,000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumieh Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan
5|Pemerintah Desa Peninglaten Kapasiias 150 Orang 5.000.000 7.000.000 10.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumiah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
6 g y poren Fenyelenda syawer 265 Laporan 5000000  7.000.000 10.400.000
; Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah  Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 255 Dokumen 5 000,000 10,000,000 9.000.000
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Jumiah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa
8|lembaga kerja sama antar Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 20 Dokumen 100.000.000 200.000.000 200.000.000
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Jumlah ~ Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan
i P i la D
" i dan. Pemberhentian Kepela Desa 177 Laporan 5000000  47.000.000 30,000,000
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat ,
h L P
10|Desa Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 15 Laporan 5.000.000 7.000.000 7.000.000




Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Jumlah Dokumen Profil Desa

1 255 Dokumen 5.000.000 8.000.000 10.000.000
12 Fasilitasi Manjemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Manajemen Pemerintahan Desa i i i
13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 15 Dokumen 75.000.000 100.000.000 110.000.000
i i i B ikuti i ingkata i
14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 150 Orang 5.000.000 6.000.000 7.000.000
iltasi ifasilitasi dalam P P D
15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumiah Desa yang Difasiltasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 5 Desa 5.000.000 6.000.000 8.000.000
4¢|Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa 30 Laporan 5,000.000 6.000.000 8.000.000
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang
17|Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan oleh Desa 6 Dokumen 5.000.000 7.000.000 9.000.000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba  [Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan
jp|Pesadanialirghan Kaluihan 6 Dokumen 5000000 5000000 5.000.000
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, |Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di
Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat
275.000.000 500.000.000 520.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota  |Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang [Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
dalam Daerah Kabupaten / Kota 275.000.000 500.000.000 520.000.000
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
1 12 Dokumen 10.000.000 30.000.000 40.000.000
Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Jumiah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan
9 Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan  |Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1Masyarakat Hukum Adat
8 Dokumen 65.000.000 190.000.000 200.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
3 Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, [LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan  [Hukum Adat
dan Masyarakat Hukum Adat ang Ditingkatkan Kapasitasnya
4 i P 24 Lembaga 35.000000]  40.000.000 40,000,000




Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan

Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW, PKK,
Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa /

Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

3 Unit 25,000.000 40.000.000 30.000.000
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemenfaatan Teknologi  |Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi
g]Tepat Guna opikna 3 Laporan 20000.000]  30.000.000 30,000,000
_— ) i Fasiitasi B .
5 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 4 Laporan 20,000,000 20,000,000 30.000.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Jumiah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan
9|Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Keluarga Keluarga
100 Dokumen 100.000.000 150.000.000 150.000.000
Jumiah 4.393.600.000f  5.267.000.000 5.928.600.000




Lampiran : Il Indikator Kinerja Kunci/Utama (IKK / IKU ) DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa
1. Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Tahun Dasar
Indikator Program Kondst tneda
Program (outcomoegl Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja ( output ) Formula Indikator Satuan 2024 2025 2026 Akhir periode
Formula Angka Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14
Progra P
Prenunj': i A:n::;lmraan Jumlah Capaian Indikator masing-masing
. Keglatan dibagi dengan Jumlah Total Sub |Persen 100 100 100 100
Urusan Perkantoran Kegiatan dikall
Pemerintahan  |Perangkat Daerah
Daerah secara efektif dan
Kabupaten / efisien selama 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi |Indeks Perencanaan, Penganggaran dan duitah Captan fodiesor ing ing
Kota tahun Kinerja Pera 'gjutsl:u::h ’ |Evaluasi Kinerja Pera,ngk“:t Daerah Sub Keglatan dibagi dengan Jumiah Tofal  |Persen e 2 = .
e o sub Kegiatan dikali 100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat |lumlah Dokumen Perencanaan yang Dokiiigh 2 2 2
Perangkat Daerah Daerah tersedia
Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan
K k <
s::;dinasl o R Dok R hasil Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah Dokumen RKA yang tersedia Dokumen
RKA SKPD 1 1 1
Juml. Perubahan RKA SKP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen KRN S TERIDETS ° Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan |ersedi Dokumen
L n dokumen Perubahan RKA SKPD 2 1 1 1
Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD hasil Koordinasi penyusunan dokumen Jumlah Dokumen DPA yang tersedia Dokumen
DPA SKPD 1 1 1
D P D KP
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA dumiah Ocluemen E""baha". PASED Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang
SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan i Dokumen
dokumen Perubahan DPA SKPD
1 1 1
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
lah It Ikhti;
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan {umis la!:ora.n fapiin n e
. R R g Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil
Capaian Kinerja dan |khtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan . Laporan
jioaas 3 Koordinator Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar : ® .
i ot Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang tersedia
Realisasi Kinerja SKPD
7 7 7
Jumiah La I inerja Perangkat luasi Ki
Evaluas! Kinetja Perangkat Daerah umlah Laporan Evaluasi Kinerja Pe a Jum|a|'.| Laporan Evaluasi Kinerja yang Laporan
daerah tersedia 1 1 1




3 4 5 6 11 12 13 14
Jumlah Capaian Indikator masing-masing
I Pel si K
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ::r::s‘k:t:v::;r:,kdmlrﬂm T Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total 100 100 100
Sub Kegiatan dikali 100%
. X Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Jumlah Orang yang menerima Gaji dan 30 orang/ | 31 orang/ | 31 orang /
AS| Orang
Panyedisary Gaj dain Tun/angen A5N Tunjangan ASN Tunjangan ASN e/ Btan 14 Bulan 14 Bulan | 14 Bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumiah Dokumen Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan okiifiian 1 1 1
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian / Verifikasi Keuangan Pengujian / Verifikasi Keuangan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jumiah Dokumen Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan - % 5 &
SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi
) Ki khir Tah
Aenfah Laporan euan‘gan Akhir Tahun Jumlah Laperan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
. . Perangkat Daerah ( Laporan Keuangan Laporan 1 1 1
Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Akhir Tahun n )
Tahun SKPD
Jumiah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyu.sunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan srmlahi Lapocan Keusngan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran |Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Laporan 26 26 26
Bulanan,Triwulan dan Semesteran
SKPD Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis  {Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Dok 1 1 1
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasl Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
s e il Do gl ot Fiakemma Adiviniiaal Raiig: | 0% Cxpaitn ndberier inting fasiie
Perangkat Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daersh Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Persen 100 100 100
N e sub Kegiatan dikali 100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik |Jumlah Rencana Kbutuhan Barang Milik — 1 1 1
Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Daerah SKPD
- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang .
lik 1
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Millk Daerah SKPD Tersedianya Penjaga Malam orang 1 1
; Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Jumlah Laporan Hasll Penilaian Barang Milik
Penil B
DK:: rdrin::;gan o Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Laporan 1 1 1
" Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah
Aikonsiilasi dav PeRvAiSGaH Laporai Jumiah Laporan Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
ERons a.s Y P Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah [Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 12 12 12
Barang Milik Daerah pada SKPD SKPD SKPD




3 4 5 6 11 12 13 14
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada |Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Jumiah Laporan Penatausahaan Barang L 12 12 12
SKPD Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah po
Jumiah Capaian Indikator masing-masing
mini: pegawaian Perangka Indeks P
:m|:1Waﬂ R AN TN y K - ;:::::::dmi:mﬂh Sub Kegiatan dibagi dengan Jumiah Total Persen 100 100 100
Sub Kegiatan dikali 100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin |[Jumlah Unit peningkatan sarana dan Tersedianya Mesin Absensi ik ) 1 1
Pegawai prasarana Disiplin Pegawai
Pendataan dan Pengolahan Administrasi  [Jumlah Dokumen Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan
. - . Dokumen 1 1 1
Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja  |[Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan {lumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan LR 1 1 1
Pegawai Penilaian Kinerja Pegwai Penilaian Kinerja Pegawai
I P i |
Pendidikan dan Pelatihan Pegawal urnla.h egawai berdasarkan .tugas dan  |lumlah Pegawai Bferdasarkan Tugas dan
X fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Orang 2 2 2
Berdasarkan Tugas dan Fungsi :
Pelatihan Pelatihan
Jumiah orang yang mengikuti Sosialisasi |Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi
t - 19
Sasialisasl Peraturan Perundang:Undargan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Orang e =
h ti Bimbi
T ra— Jumt.a orang yang mengikuti Bimbingan |Jumlah orang yang nﬁengikutl Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan Teknis Implementasi Peraturan Kali 1 1 1
Perundang-Undangan
Perundangan Perundangan
Jumlah Capaian Indikator masing-masing
Indeks Pel;
Administrasi Umum Perangkat Daerah ;'mn ‘k:t';:.";';“"'“'""t“" Umum.  Leub Kagiatan dibag dengen Juniah Total | Persen 100 100 100
Sub Kegiatan dikali 100%
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / [Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /
Penyediaan Komponen Instalasi
Penerangan Bangunan Kantor yang Penerangan Bangunan Kantor yang Paket 12 8 8
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor i
disediakan disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  |Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan |lumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Paket n 5 5
Kantor Kantor yang disediakan Kantor yang disediakan
lah Paket Pi h
Penyadiaan Peralatan Rumah Tangga Jumlal . al .Et eralatan Rumah Tangga Jumlah Palfet Peralatan Rumah Tangga paket 5 3 3
yang disediakan yang disediakan
J P i
Piyadiand Dahin Logiti Kantor umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang |Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang pakiat 50 50 50

disediakan

disediakan




3 4 5 6 11 12 13 14
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
. Dokumen 10 10 10
Penggandaan Penggandaan yang disediakan Penggandaan yang disediakan
h
Périyadiaan Bahar BaCERN dbin Perituran Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Surat Kabar /
Pendanasindinaan Peraturan Perundang - undangan yang Peraturan Perundang - undangan yang Bulan 12 12 12
Lol L g disediakan disediakan
Jumlah Pak lah Pak
Penyediaan Bahon/Matesial Atpotaly aket Bahan / Material yang .Llfmi ; aket Bahan / Material yang Paket 4 3 3
l \ (
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |lumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Bulan 2 2 2
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kali 3 3 3
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumi P h P h
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD umiah Dokumen Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Kali 1 1 1
Dinamis SKPD Dinamis
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan
lah Dol Duk n
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik Janidah Bokumers Eniangan Peiskmm Tahun 1 1 1
Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik
SKPD pada SKPD
ian Indikator masi|
Pengadaan Barang Milik Daerah Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah :’::h Cap:l dlb::il tor n ’u::::;:l::l Sariiin 100 100 100
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Sub K !: atan Dikali 1 m‘
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas  |Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas [Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Unit 1 A
atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Jabatan yang disediakan [atau Kendaraan Jabatan yang disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional  [Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional |Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Unit . 1
atau Lapangan atau Lapangan yang disediakan atau Lapangan yang disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang disediakan Unit 6 6 6
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan |Jumlah Unit Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Unit 9 3 3
Lainnya Bangunan Lainnya yang disediakan Lainnya yang disediakan
Periadisn SaRana-daR Frasarana G Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung
B g Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit - - 1

Kantor atau Bangunan Lainnya

disediakan

disediakan




dan Bangunan Lainnya

Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi

Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi

3 4 5 6 11 12 13 14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung [Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit - 1 1
Lainnya yang disediakan yang disediakan
Jumlah Capaian Indikator masing-masing
Ponyediaan lss Porumiang Urisan |Indeks PenyediaanJasa Penuank  [c kogiatan dibag) dengan sumiah Total | Persen w| 10| w0
Sub Kegiatan dikali 100%
J
Priyatiaan fas Siirat Myt Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Kali 12 12 12
Menyurat Menyurat
i Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
P K ik
'enyedla.an My, unber oy Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekering/ 5/12 5/12 5/12
Air dan Listrik . Bulan
yang disediakan yang disediakan
J
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan <
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang unit 1 1 1
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
disediakan
Jumlah Laperan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
P P 2 2 2
enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang disediakan [Umum Kantor yang disediakan Orang
i
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Indeks Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Capaian Indikator masing-masing
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |Daerah pada Perangkat Daerah Fub Keginten Oitagl dangm Jumish Totsl b 10 108 0
" e Sub Kegiatan dikali 100%
P ’
Penyediaan lass em.ellharaan, Biaya Jumiah kendaraan perorangan Dinas atau [Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan S % ;
) _ Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara |Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara Unit 1 1 1
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas .
dan dibayarkan pajaknya dan dibayarkan pajaknya
Jabatan
P Pemeli i
enyediaan lasa ,eme |haraa.n, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau [Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan ;
y Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan |Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan unit 3 3 3
Kendaraan Dinas Operasional atau .
Pajak dan Perizinan Pajak dan Perizinan
Lapangan
Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang |Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang unit 1 2 2
Lainnya dipelihara dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor |Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Unit 1 1 1




3 4 5 6 8 11 12 13 14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan  |Kantor atau Bangunan Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya yang Unit -% 1 1 1
Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi Dipelihara/ Direhabilitasi
pPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung |Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau |Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit -% 1 1 1

Bangunan Lainnya

yang Dipelihara/ Direhabilitasi

yang Dipelihara/ Direhabilitasi




2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

Indikator Program

Tahun Dasar

Kondisi Kinerja

Program louticome) Kegiatan Indikator Kegiatan (output) Formula Indikator Satuan 2024 2025 2026 Akhir Periode
Formula Angka Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14
Jumlah Desa yang terealisasi penataan
PROGRAM Persentase
desa/Jumiah Desa yang diusulkan untuk Persen 100 100 100 100
PENATAAN DESA |Penataan Desa
mstaan dilakukan penataan desa dikali 100%
Jumlah Desa yang terealisasi penataan
P | Pen
Penyelenggaraan Penataan Desa D:':: ntase Penyelenggaraan ataan desa/Jumilah Desa yang diusulkan untuk Persen 100 100 100 100
dilakukan penataan desa dikali 100%
lumlah Desa yang Melakukan Jumlah Desa yang Melakukan
Pembentukan, Penghapusan, Pembentukan, Penghapusan, Pembentukan, Penghapusan, eia g 5 5
Penggabungan, dan Perubahan Status Desa [Penggabungan, dan Perubahan Status |Penggabungan, dan Perubahan dibagi
Desa Jumlah Desa yang diusulkan dikali 100%
" Jumlah Desa vyang Terfasilitasi
il Terfasilit
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Pue:‘:::annt(is:en:ngann Z Gl Penataan Kewenangannya dibagi Jumlah Desa 9 ] 5
nny Desa yang diusulkan dikali 100%
s Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan
Te ilit:
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Auiinly Dessyar Terfusiitad dan Kode Desa dibagi Jumlah Desa yang Desa 9 5 5
Penamaan dan Kode Desa -
diusulkan dikali 100 %
Jumlah S;
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa i a. . ar.ana dan Prasarans Dechyang Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Unit 9 5 5
terfasilitasi
PROGRAM Persentase Jumiah Desa yang didampingi dibagi
PENINGKATAN  |Peningkatan Kerja |seluruh desa yang melakukan kerjasama Persen 100% 100% 100% 100%
KERJASAMA Sama Pedesaan dikali 100%
DESA
Persentase Peningkatan Kerja Sama Jumiah Desa Yang Melakukan Kerjasama
F P 100 100
asilitasi Kerja sama antar Desa = s ersen 100 100
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa |Jumiah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Biokiiiian 2 3 4 §
Kabupaten/Kota dalam Kabupaten / Kota dalam Kabupaten / Kota




1 | 3 4 5 6 7 11 12 13 14
1
Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Jumlah Desa yang tertib administrasi % 100 100 100 100 100
Desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa seluruhnya dikali 100%
PROGRAM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
DESA Jumlah BUMDes yang sudah berkontribusi
2. Persentase BUMDes yang berkontribusi terhadap PADES ke PADES dibagi Jumlah BUMDes yang % 4/55 x 100% 1,27 7,27 9,09 10,91 10,91
sudah Penyertaan Modal dikali 100%
1. Cakupan pemerintah Desa dan Badan
Jumlah Desa yang tertib administrasi
Perm % 100 100 100 100 100
vaymkAA TN Wb WD dibagl jumiah desa seluruhnya dikali 100%
Pembinaan dan Pengawasan administrasi
Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa Jumlah BUMDes yang sudah berkontribusi
i""m’tm’; ::::;’ V::;B ke PADES dibagi Jumlah BUMDes yang % |a/55x100% 7,27 7,27 9,09 10,91 10,91
o P sudah Penyertaan Modal dikali 100%
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan
: ca h
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Jurnl.a J Dolulxmen P?nyelemaraan Ainistres Pararinealion Deta dibegl Dokumen 32 x 255 8160 640 640 640
Pemerintahan Desa Administrasi Pemerintahan Desa § desa
jumlah desa dikali 100%
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Jursigh. Dokumen Fasl Paryusunan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa ¥ Produk Hukum Desa dibagi Jumlah Desa Dokumen |5 x 255 desa 1275 783 851 792
Produk Hukum Desa
dikali 100%
Fisiiiasl Parvisanan Parancirisan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan
@ v Penyusunan Perencanaan Pembangunan |Perencanaan Pembangunan Desa dibagl Dokumen |2 x 255 Desa 510 255 255 255
Pembangunan Desa
Desa Jumlah Desa dilaki 100 %
Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan
i ! K Dok 1 255 255 2 255
Fasliitas) Perigaiohisn Keuaniin Desy Pengelolaan Keuangan Desa Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100 % e x2oesn =
Pebinaain Pailnakatan Kanasitas Abarition Jumlah Aparatur Pemerintah Desa |Jumiah Aparatur Pemerintah Desa
¥ pasitas Ap yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan |yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Orang 100 50 100 150
Pemerintah Desa
Kapasitas Kapasitas
X Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah  {lumlah Laporan Fasilitasi Musyawarah Desa dibagi Jumlah Desa dikali| Laporan |1x255 Desa 255 255 255 255
Desa Penyelenggaraan Musyawarah Desa
100%
jumish Dokumen Hasil Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dan Pengawasan Peraturan Desa dibagi Dokumen 765 774 861 792

dan Pengawasan Peraturan Desa

Jumlah Desa dikali 100 %

3 x255 Desa




Lomba Desa dan Kelurahan

dan Kelurahan

Kelurahan dibagi Jumliah Desa dikali 100 %

3 4 5 6 8 11 12 13 14
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
Jumlah Hasil Pembi
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa ulaly Dakumen A eI e dan Pemberdayaan BUM Desa dan
dan Pemberdayaan BUM Desa dan . Dokumen 31 10 15 20
dan Lembaga Kerja sama antar Desa Lembaga Keria Sama antar Desa Lembaga Kerja Sama antar Desa dibagi
Bh R Jjumiah BUMDes yang dibentuk dikali 100%
Jumlah  Laporan  Hasil dumish: Gporan! Hasl
2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Parvalériamaraan Paiilbat Penyelenggaraan Pemilihan,
Pemilihan, Pengangkatan dan rSKILEs ' ) Pengangkatan dan Pemberhentian Laporan 8 167 10 177
: Pengangkatan dan Pemberhentian )
Pemberhentian Kepala Desa KEDsla De Kepala Desa dibagi Jumlah yang
P direncanakan X 100%
' — Jumlah Laporan Pengangkatan dan
Fi P ] h
Ferangia e e perberhention erangit besa |FeTberhertian Pranghat esa ioagl | - Laporan y : 5
¥ Jumlah Desa yang direncanakan X 100%
J h P a yan|
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa tumia DakimenRtofs s yng Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | Dokumen
Sl 115 180 255
li men Hasil P lol As
Fasilitas! Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset ki 20 5 10 15 264
Pengelolaan Aset Desa Desa
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota |Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti ora 50 100 150 150
BPD Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pembinaan Peningkatan Kapasitas ne
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas |Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa D 9 5 5
Desa Penetapan Dan Penegasan Batas Desa dibagi Jumlah Desa yang diusulkan dikali
100%
. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Jumlah Hasil Pembinaa
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa ureih Lagoren (Has n Laporan Kepala Desa dibagi Jumlah Desa Laporan 10 10 10 10
Laporan Kepala Desa
dikali 100%
|Pelaksanaan Penugasan Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Jumlah Dokumen Penugasan Urusan /
Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang [Kewenangan Kabupaten/Kota yang Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dokumen 2 4 6
Dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan oleh Desa dilaksanakan oleh Desa
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Aty Dokimen Hoed Evelinst Jniaiy Doksmes: Hasit Evgitspsl
& Perkembangan Desa serta Lomba Desa Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan | Dokumen 2 2 2




3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Indikator Program

Tahun Dasar

Kondisi Kinerja

Program P — Kegiatan Indikator Kegiatan (output) Formula Indikator Satuan 2024 2025 2026 Akhir Periode
out come Renstra
Formula Angka
d 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14
:::::;:“ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan
5 Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam
2 Lembaga Ki L dan L ga .
AN LEMBAGA f:::';': dl':;:lm:", N by Mn:v:um Mietyens pemberdayaan Masyarakat dibagi Total Persen igg"/ e 67.46| 7555 80,95 100 100
KEMASYARA Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga
KATAN, Adat dikali 100%
LEMBAGA ADAT
DAN
MASYARAKAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
HUKUM ADAT yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah  |Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan |Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam 2500/3706*
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat dibagi Total Persen [, 00 67,46 75,55 80,95 100 100
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat |Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga
Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Adat dikali 100%
Daerah Kabupaten/Kota
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat |Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan [Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Bidiien i 3 7 12
Hukum Adat Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
Jumlah Dokumen Hasil Penataan,
J D Hasi A
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan vty ol HEH P Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Pemberdayaan dan Pendayagunaan
Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Valembamaah Lambana Kermasyarakatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, g 8 ¥ Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Dokumen
PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan DesafKelurahan dan Masyarakat Hukum Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Masyarakat Hukum Adat R W Adat dibagi Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan dikali 100 %
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Jumilah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
|
Paningkaan Kapasitga Kelombagasn Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, [LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat |Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang K & ! ¥ Lembaga

Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat Hukum Adat

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat
yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Adat

yang Ditingkatkan Kapasitasnya dibagi
Jumiah Lembaga Kemasyarakatan dikali
100%




3 4 5 6 8 11 12 13 14
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana [Jumlah Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan  |Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan |Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, |Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, [(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Unit i 1 1
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat |Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum |dan Masyarakat Hukum Adat dibagi Jumlah
Adat Adat Lembaga Kemasyarakatan di kali 100 %
tasi P i ah
fasilitasi Pemerintah Desa dalam Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah [Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerint
banfaatan Teknoloer Tenat Gunia Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat | Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Laporan 1 2 3
¢ OB lepaken Guna Guna dibagi Jumlah Desa X 100%
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Gnian 8 10 12 14
Masyarakat Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bhakti Gotong Royong Masyarakat Loy
Jumilah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim JP':TaZrZ:k:lgedna:?:ILzsizlt::i ﬂ::aan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Ger::an —— :da agfakat i
Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan |Gerakan Pemberdayaan Masyarakat v 5y Dokumen 300 50 100 150

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

dan Kesejahteraan
Keluarga

Kesejahteraan
Keluarga dibagi Total Jumlah PKK dikali 100
%




